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Abstract
The application of fine on the national criminal law perspective have got significant
progress. Itis indicated by the acceptance ofphilosophy ofconmdemnation about fine
and a progress from the way of realization for its,conmdemnation by using the various
kinds ofmodels introduced, but the glowofthis application for fine have not been satisfied
entirely because the trend is that sentence law for cn'minal isstiil applied sentence law as
a common law. That Is why itneed to launch the new thoughts as the breakthrough in
order that the functionalization ofconcept offine isacceptable as the preventive alterna
tives for crime prospectively

Pendahuluan

Pidana denda adalah jenis pemidanaan denda memberikan warna kultur politik dan
yang telah dikenal secara luas di dunia, dan kekuasaan.'
bahkan di indonesia'Pidana ini diketahui sejak Pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat
zaman majapahit dikenal sebagai pidana ganti diiihat dari suatu proses daiam perwujudan
keruglan.DiEropa pidana denda adalah pidana kebijakan melalui tiga tahap.^yakni tahap
yang tertua, dan beriangsungsedemikian lama. . penetapan pidana oleh pembuat Undang-
Pengkajian pidana denda semakin menarik undang, pemberian atau penjatuhan pidana oleh
karena kecenderungan masa klni, banyak pengadilan, dan pelaksanaan pidana oleh pihak
negara yang meletakkan sistem pidana dalam eksekusi. Tahap kebijakan legislatif adalah suatu
bagian terpenting dari kitab Undang-undang proses yang amat penting dan strategis, oleh
Hukum pidananya, bahkan menjadi ukuran karena pada tahap ini, sesungguhnya dapat
dari peradaban. JE. Lakollo menyatakan bahwa diiihat suatu garis, pedoman untuk tahap-tahap
semakin banyak dipergunakannya pidana berikutnya, bagaimana pengaruh legislatif
denda dewasa ini sebagai tanda bahwa pidana terhadap penggunaan pidana, khususnya

' JE Lakollo, "Perkembangan pidana denda di Indonesia", diserfalDoktordi FH. Unair, Surabaya, 1998
him5.

' G. Peter Hofnagel, The otherside of Criminology (Kluwer Deventer hclland, 1969), him 138.
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pidana denda dalam perundang-undangan.
yang bertujuan untuk menentukan atau
merencanakan kebijakan untuk membuatkan
sistem yang dlatur.^

Kajian hukum pidana di bidang legilatif,
adalah suatu pembahasan yang panting, oleh
karena menentukan suatu landasan iegalitas
yang diperlukan dalam penerapan dan
pelaksanaan pidana. Kebijakan legislatif di
bidang pidana denda, sering dihubungkan
dengan efektivitas pidana denda, kemudian
dijadikan sebagai altematif dari pidana lainnya
terutama pidana pencabutan kemerdekaan.
Dalam statistik peradilan di Indonesia, diketahui
bahwa pidana denda adalah jenis pemidanaan
yang paling sedikit digunakan dalam putusan
peradilan baik di tingkat pusat maupun di tingkat
daerah melalui peraturan daerah (Perda).

Hal demlkian dapat dilihat secara signifikan
maraknya penggunaan ketentuan pidana
dalam perundang-undangan, dan menjadikan
pidana denda yang tinggi disepadankan dengan
pidana penjara atau kurungan. Fenomena itu,
seyogyanya dapat diidentifikasi dari sejumlah
motivasi dari pembuat undang-undang, dan
beberapa alasan yang melatarbelakangi.
Mengapa menggunakan pidana denda, baik
secara tunggal altematif maupun kumulatif
dengan pidana penjara. Kemudian landasan
atau rumusan apa yang digunakan daiam
menentukan besamya denda yang diancamkan
pada suatu delik tertentu. dalam, perundang-
undangan itu.

3RoeslanSaleh "MelihatKebelakang dan Menatap Kedepan Dengan Memperkokoh Dasar Hukum Yang
Berlaku Hingga Kini Dan Diwaktu Akan Datang", Sem/narKepofe/anR/(Jakarta, 1996), him 34

*Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembagan Masyarakal: Kajian Terhadap Hukum Pidana, (Bandung.
'̂"^5^di Hamzah^Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dan'Retn'busi ke Rdformasi (Jakarta: Pradnya

Paramita, 1985),hlm16.
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Pidana Denda dan Tujuan Pemidanaan

Dalam hukum pidana, penoapaian tujuan
pemidanaan, hingga sekarang mengalami
perdebatan. Hal demlkian teijadl karena untuk
mepertajam pandangan baik secara fiiosofis,
sbsiologis, maupun yuridis pada akhirnya
merupakan landasan bagi penerapan sanksi
pidana termasuk pidana denda. Perkemba-
ngan pemikiran tentang falsafat pemidanaan
selain djpengaruhi oleh wama-wami pemikiran
sarjana barat, tentu juga dipengaruhi oleh
serangkaian politik kriminal, yaitu sebagai
keseluruhan asas dan metode yang menjadi
dasardari reaksi terhadap pelanggaran hukum
pidana, dan sebagai keseluruhan fungsi dari
aparatur penegak hukum dan juga dapat
dipandang sebagai keseluruhan dari kebpan.^

Berbagai teori tujuan pemidanaan di masa
lalu hingga kini berkembang ke.arah yang
rasional. Dimulai dengan teori pembalasan, yaitu
bertujuan untuk memuaskan pihak yang
dendam, baik masyarakat maupun pihak
lainnya. Teori ini menurut Andi Hamzah adalah
sangat bersifat primitif, akan tetapi diakuinya,
bahwa kadang-kadang masih dirasakan
pengaruhnya pada zaman modern, karena
unsur primitif dalam hukum pidana paling
sukar untuk dihilangkan. Berbeda dengan
cabang hukum lainnya, tujuan yang dipandang
kuno, yakni penghapusan dosa (expiation)
atau retribusi {retnbution)}Teon pembalasan



menurut Leo Polak dibagi dalam berbagai perbuatan melanggar hukum merupakan
^anas\, yam: {])Pertahanankekuasaanhukum perbuatan yang tidak manusiawi, dan hukum
atau pertahanan kekuasaan negara, yakni adalah pembalasan, pelakunya dihargai sebagai
pidana merupakan paksaan belaka, dan pribadi berat ringannya hukuman tergantung
putusan pidana adalah sebagai penderitaan; kesalahannya. Stahl menyatakan bahwa asas
S I ?-u , pembalasan pembalasan bersumber pada ketuhanan dantidak dibalas maka timbullah perasaan tidak itu merupakan Undang-undang yang bersifat
puas. Memidana penjahat adalah suatu abadi. Kejahatan harus dibalas oleh negara
keharusan estetika. Teon mi melenyapkan terhadap pembalasan itu negara harus
segala sesuatu yang menjadi akibat dari suatu mendaritakan peiakunya. Von Bar, dalam ha!
perbuatan yang bertentangan dengan hukum pemidanaan mengemukakan bahwa hukum
dan penghinaan.Etika tidak dapatmengijinkan harus mendapatkan sifat kesusilaan yang
bedakunya suatu kehendak subjektif yang dikehendaki oleh moral akan tetapi dengan
b^entangan dengan hukum yang- sama peradaban yang semakin maju, maka bentuk-
terhadap setiap anggota. (3) Teori pembalasan, bentuknya harus semakin halus/
dalam menyelenggarakan persamaan hukum. Tujuan dari teori pemidanaan adalah untuk
Menurut teon ini bahwa asas persamaan hukum mencari dasar dari hukum pidana dalam
yang beriaku bagi semua anggota masyarakat menyeleggarakan tertib masyarakat dan
menuntut suatu perlakuan menurut suatu akibatnya tujuan pidana untuk prefensi
hukum yang sama terhadap setiap anggota. teijadinya kejahatan, dengan menakut-nakuti,
Teon untuk melawan kecenderungan untuk memperbaiki, selanjutnya dibedakan menjadi
memuaskan keinginan yang bertentangan prefensi umum dan prefensi khusus. Dalam
dengan kesusilaan. Bahwa diperlukan untuk usaha untuk mencari berbagai altematif dari
mernbalas, tidak ditujukan kepada persoalan berbagai pemidanaan yang berkembang dan
apakah orang lain akan mendapat bahagia tersebar dalam ilmu pengetahuan hukum
atau rnenderita, tetapi keperluan untuk pidana, maka teori-teori dan model yanq
membalas itu ditujukan kepada niat masing- ditawarkan, fentu tidak boleh hanya memilih
masing orang. Segaia yang bertentangan salah satu dari model pemidanaan yanq
dengan kesusilaan, tidak boleh didapatkan menjadi sorotan tertentu saja.

^ Sehubungan dengan itu, perludilkuti teoriSehubungandengan (tu. Kant mengemukakan pemidanaan dari Herbert L. Packer yaitubahwa ^^rbuatan melanggar hukum yang telah pandangan retributif, yang mengajukan bahwa
terjadr itu mendapat pembalasan, dan hukum pidana adalah suatu ganjaran terhadap suatu
merupakan suatu keharusan yang tidak perilaku yang menyimpang dalam masyarakat
menghendaki pengecualian. Hegel mengatakan Pandangan Utilitarian melihat bahwa pidana itu

Ibid., him17.
'Simons, KitabPelajarBn Hukum Pidana, teijemahan oleh PAF Lamintang (Bandung: Pioner Jaya, 1981),

him 7-8.
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dilakukan dilihat dari aspek manfaat dan tingkah laku pelaku pidana itu. Pandangan
kegunaannya. Pandangan retributif {bahavioral Prevention) ini meliputi teorl-
mengemukakan pada pilihan moral, maka tecrlnya; a), incapacition theory, yakni pada
ganiarannya adalah positif dan mendapat pidana penyekapan. adalah diiihat sebagai
penghargaan dari masyarakat, akan tetapi bila sesuatu yang harus dilakukan, supaya terpidana
salah maka patut dijatuhkan sebagai ganjaran tidak iagi dapat melakukan perbuatan anti
yang merupakan suatu ganjaran atau sanksi ' sosial;' b). Rehabilitation theory, bahwa
negatif. Dalam pandangan Utilitarian, penjatuhan pemidanaan dilakukan untuk memudatikan
pidana liarus dilihat dari aspek tujuan, manfaat dilakukan pembinaan terhadap terpidana.
dan kegunaan, untuk perbaikan dan pence- Dari pemikiran ahli hukum pidana di indo-
gahan pandangan itu bersifat pencegahan atau nesia, dapat dilihat berbagai tujuan pemidanaan.
prefentif. Menurutnya pemidanaan adalah suatu Menumt J.E. Sahetapy, tujuan pidana adalah
tindakan yang menyebabkan derita bagi pembebasan atau pemasyarakatan dan
terpidana, bila temyata memang telah terbukti pembinaan, yang pada akhimya menuju pada
bahwa kejahatan itu menimbuikan akibat lebih kemanusiaan yang adil- dan beradab

"balk dari pada tidak dijatuhkan pidana, atau sebagaimana tersurat dan tersirat dalam asas
dengan penggunaan detterence yang Pancasiia.®Muiadi mengemukakan teori
dibaginya menjadi dua,® yakni: Perfa- pemidanaan yang terintegratif, (kemanusiaan
ma.defference theory, dimana efek-efek daiam pancasiia).^°Sehubungan dengan itu
pen'cegahannya timbui sebelum pemidanaan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa
dilakukan. kemudian teori ini dibagi menjadi: tujuan pemidanaan adalah perlindungan
a), special Detterence, dimana pidana yang masyarakat yang merupakan tujuan yang
dijatuhkan terjadi setelah pemidanaan umum dan bersifat khusus dengan berinduk
dilakukan (penjeraan); b).Genefa/ dettrence, pada semua teori tentang tujuan pemidanaan
yakni pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi yang saling berhubungan merincikan dan
sebelum pemidanaan dilakukan. Kedua, in- mengindentifikasikan dari tujuan umum itu."
timidation theory, yang memandang bahwa- Pada Rancangan KUHP dikenal sitem
pemidanaan merupakan sarana untuk pemidanan yang berpedoman pada: 1).
mengintimidasi mental terpidana. Mempergunakan ancaman pidana mati secara

Pandangan yang lain dari pencegahan efektifdankarenaitumencatumkan pidana mati
{preventif) di mana pangkal.tolaknya adalah sebagai pidana khusus; 2). Lebih banyak

8Herbert LPacker Timit of Criminal Sanction...,-oleh Marjono Reksodiputro dan Sri Budiarti, Bahan
KuJiah Sisiem PeraditanPidarra, Jilid i. (Jakarta: PusatDokumentasi Hukum UI. 1983). him 3-8.

Ĵ.E Sahetapy. Suafu Sfud/Khusus MengenaiAncaman Pidana Mafi terhadap Pembunuhan Berencana
(Jakarta: Rajawali. 1982). him 249.^°MuladUemhagaP/dana5ersyaraf,(Bandung:Alumni,1985).hlm50.

"Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Leglslatif Mengenai Penetapan Pidana Penjara dalam Rangka Usaha
Penanggulangan Kejahatan", disertaslDoktord] UNPAD-Bandung. 1985, him 153-168.

^ ^



menggunakan ancaman pidana denda dan
untuk memudahkan perobahan nilai denda
karena inflasi maka dipergunakan sistem
kategorisasi denda itu dan membatasi
penggunaan ancaman pidana penjara jangka
pendek, dengan mengganti pidana penjara dl
bawah satu tahun dengan ancaman pidana
denda.

Masalah fujuan pemidanaan dalam
pidana, tidak dapat dipisahkan dari kebijakan
krimlna! dalam menggunakan hukum pidana,
yang meliputi perbuatan apa yang seharusnya
dijadikan tindak pidana dan sanksl apa yang
sebalknya digunakan atau dikenakan kepada
pelaku dellk.

Masalah perbuatan apa yang seharusnya
dijadikan tindak pidana (kriminologi) Sudarto
mengemukakan: a). Penggunaan hukum pidana
harus memperhatikan tujuan pembangunan
naslonal, yaltu masyarakat adil, makmur
berdasarkan Pancaslla, dan penggunaan
hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi
kejahatan dan mengadakan pengugeran
tertiadap tindakan pen^gulangan itu sendiri, demi
kesejahteraan dan penganyoman masyarakat, b).
Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan
ditangguiangi dengan hukum pidana harus
merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki
yaltu, perbuatan yang mendatangkan keruglan
atas warga masyarakat, c). Penggunaan hukum
pidana harus pula mempertiitungkan prinsip biaya
dan hasil {cost benefit principle), dan d)
Penggunaan hukym pidana harus pula
memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya
kerja dari badan-badan penegak hukum yaltu

jangan sampai ada kelampauan beban tugas
{overblasting). Dalam hal pidana denda, bila
dihubungkan dengan tujuan-tujuan pemidanaan,
maka akan nampak bahwa hubungan itu terietak
pada kejahatan-kejahatan terha'dap harta
benda. Oleh karena Itu dalam hal pelaksanaan
pidana tidak boieh meleblhi keadaan-keadaan
yang secara limltatifdilarang olehsanksi-sanksi
tertentu. Oleh karena Ituharus dicarikeseraslan
antarakeruglan yang timbul oleh suatu tindak
pidana dengan besamya pidana denda yang
harus dlbayar oleh terpidana, karena itu harus
dipertlmbangkan dengan seksama minimum
maupun makslmum pidana yang diancamkan
terhadap suatu tindak pidana."

Bila tujuan telah menemukan keseraslan,
keharmonlsan dari keruglan yang ditimbulkan
oleh tindak pidana, dengan besamya yang mesti
dlbayar, maka pemidanaan Itu meliputi tahap-
tahap perumusan ancaman pidana oleh pem-
buat undang-undang, dan tahap pelaksana
penegakan dl pengadilan dan suatu tahap
pelaksanaan oleh penegak hukum lalnnya, yang
tentunya diberikan wewenang oleh pembuat
undang-undang. Sehubungan dengan itu dan
dalam rangka untuk memperluas
penggunaan pidana denda dan meningkatkan
jumlah ancaman pidana denda saja temyata
belum mencukupl untuk menlgkatkan
efektivitas pidana denda. Untuk Itu diperlukan
suatu kebljaksanaan yang menyelumh dalam
bidang legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.
Dalam hal Ini, MuladI dan Barda Nawawi
Arief^mengemukakan bahwa dalam
pelaksanaan pidana denda perlu dlpertlm-

"Mardjono Reksodlputro, Pembaharuan Hukum Pidana, Buku ke-4 (Jakarta: Pusat Peiayanan Keadllan
dan Pengabdian Hukum dan Lembaga Kriminologi, Ul-Jakarta. 1995), h!m2-6.

" Lihat Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1997, hlni 44-48.
"Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teoridan Kebijakan Pidana (Bandung, Alumni, 1992), hlm.177.
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bangkan antara lain: Sistem penetapan jumlah
atau besarnya pidana denda; Batas waktu
pelaksanaan pidana denda; Tindak-tindakan
paksa, yang diharapkan dapat menjamin
teriaksananya pembayaran denda dalam hal
terpidana tidak membayar dalam batas waktu
yang ditetapkan; Pelaksanan pidana denda
dalam hal-hal khusus (misalnya terbadap anak
yang belum dewasa atau belum bekerja
merupakan tanggungan orang tuanya); dan
pedoman atau kriterla untuk menjatuhkan
pidana denda.

Sehubungan dengan manfeat, keuntungan,
dan rasa keadilan tentang penerapan pidana
denda dapat diikuti pandangan Sutherland dan
Cressey,^® yakni, pembayaran denda mudah
dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada
kesalahan, dipandang dengan jenis hukuman
lainnya. Pidana denda adalah jenis hukuman
yang menguntuhgkan pemerintah, karena
pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya,
bila tanpa disetai dengan kerugian subsidair.
Hukuman denda tidak membawa atau tidak
men'gakibatkan tercelanya nama baik atau
kehormatan seperti yang dialami terpidana.
Pidana denda akan membuat lega dunia
perikemanusiaan. Hukuman denda akan menjadi
pen'ghasilan bagi daerah/kota.

Pidana Denda dalam Perundang-
undangan

Berbagai dampak negatif yang dihasilkan
oleh pidana penjara, telah membawa
pengaruh untuk terjadinya altematif pengganti
pidana penjara, walaupun di sana sini masih

diperdebatkan juga tentang masih perlunya
pidana penjara. Akibat darl pidana penjara.
bila dihitun'g dari biaya yang mesti dikeluarkan
{social cost) begitu besar. Oleh karenanya
pengurangan biaya sosial, dapat dicapai
ataupun diperoleh dengan penggunaan
pidana denda. Diketahui pula bahwa, pidana
denda juga telah memenuhi tujuan pemidanaan,
selain itu pidana denda telah mendunia dan
menjadi pidana primadona dan dikenal dalam
rentang sejarahnya di masa depan. Pidana
denda merupakan suatu sarana yang efektif
dan mempunyai dampak yang lebih baik bila
dibandingkan dengan pidana penjara. Suatu
kecenderungan penggunaan pidana di dalam
perundang-undangan, baik di tingkat pusat,
maupun daerah, adalah agar Undang-undang
yang dibuat, diharapkan dapat ditegakkan,
untuk menjaga supaya norma-norma yang
diatur oleh pembuatnya dapat ditaati.

Aktivitas pembuat undang-undang adalah
menetapkan peraturan-peraturan yang
sebenarnya telah hidup di dalam masyarakat.
Dalam perkembangan selanjutnya tugas
pembuat undang-undang adalah untuk
mengadakan, mengarahkan serta mendcrong
perubahan dalam masyarakat, serta memberi
sumbangan terhadap pembentukan perubahan
masyarakat, sehingga pembentuk Undang-
undang harus mendahului perubahan
masyarakat.

Bllamana Undang-undang digunakan
sebagai sarana perubahan. make perundang-
undangan akan merupakan bagian dari
kebijaksanaan sosial, ekonomi, kebudayaan,
piskal. moneter dan sebagainya. Dengan

«Sutherland &Cressey, "The Control Grime, "Hukum dalam Perkembangan Hukum Pidana, disadur
oleh Sudjono D(Bandung: 1974), him 487
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demikian, maka undang-undang adalah pemndang-undangan dan peradilan, sehingga
rangkaian dari alat pemerintah untuk ilmu hukum menjadi ilmu yang berhubungan
mewujudkan kebijakannya. Menurut Roeslan dengan peradilan.'̂
Saleh para ahli hukum, masih sedikit sekali Perundang-undangan yang menentukan
perhatiannya terhadap aspek perundang- ketentuanpidana.terutamapidanadenda.telah
uridangan yang terintegrasi dalam suatu menyemarakan dan menj'aikan pidana denda
rangkaian sarana-sarana kebijaksanaan.'® menjadi pidana yang modern dan aktual.

Dalam pertumbuhannya bahwa Undang- Dengan pidana denda yang tinggisebagalmana
undang adalah untuk melaksanakan, direfleksikan dalam undang-undang adminis-
menenkikan, merencanakan kebijaksanaan itu, tratif, pembuat undang-undang ingin menjaga
semakin banyak memakai sanksi pidana dan. undang-undang yang dibuatnya melalui pidana
merupakan bagian penutup dari rangkaian aturan denda yang tinggi. Agar undang-undang itu
kebijaksanaan itu. Sanksi pidana diperiukan untuk dipatuhi serta menjaga pula akibat-akibat dari
menyelesaikan dan membulatkan sistem yang dllarangnya norma perundang-undangan itu.
diatur, dan merupakan komplemen yang tidak Akan tetapi dillhat dari perspektif hukum
digunakan dari pemberian wewenang kepada pidana, terdapat suatu kekurangan pada
pemerintah. Dalam rangka Itu pemerintah dan penerapan penegakan hukumnya, oleh karena
pembuat Undang-undang akan membah watak pada ketentuan pidana,di mana pemidanaannya
masyarakat, pemndang-undangan hanya untuk terjadi suatu akumulasi pidana penjara dan
memperkuatatauuntukmemberikankekuasaan denda, tidak menentukan atau merumuskan
kepada pemerintah, dan pembentuk undang- minimum khusus. Misalnya pada undang-
undang cendemng untuk meltmpahkan hal- undang Nom.or 22 Tahun 2002 tentang Migas,
ha! yang sifatnya terinci kepada pemerintah." di mana ketentuan pidana denda setinggi-
Negara hukum • Indonesia dalam fi'ngginyaRp60MiIyar,tidakdilkutidenganpidana
perkembangannya diakhir abad 20, telah denda minimumnya, sehingga perilaku atau
sempuma menjadi government social control hakim akan memainkan peranannya secara
dan berfungsi sebagai tool ofsocial engineeiing. normatif. Dengan bergerak bebas di antara
Hukum dan perundang-undangan telah maksimum hukuman sebagaimana ditentukan
menjadlkankekuatankcntroldltangan pemerintah dalam Undang-undang ,atau minimum 1 hari
yang terlegitimasi secara forma! yuridis. dan tidak pidana penjara atau minimum Rp 250,- (dua
selamanya merefleksikan konsep keadiian, asas- ratus lima puluh rupiah) untuk pidana denda.
asas moral, wawasankearifen.^® Ilmu hukum telah hal demikian mempakan suatu kekurangan
terialu kuat mengkonsentrasikan diri pada produk dalam perumusan ketentuan pidana. Akan

" Roeslan Saleh, op.c/f., him 34-35.
" Ibid., him35.

Soetandyo Wingjosoebroto. Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1995), him 247.

"A. Hamld. SAttamlmi, 'Teori Perundang-undangan Indonesia,'p/datopengukuhan GuruBesardlFH
Ul, Depok, 1992,hlm5.
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tetapi menurut Roeslan Saleh, bahwa hakim
kerapkali akan mellhat hasil perundang-
undangan dari segi lain, guna melindungi warga
negara dari tindakan pemerintah terutama
dalam masyarakat yang sangat birokratis.^

Dalam perkembangan dipakainya pidana
denda dalam perundang-undangan, belum.
diketahui secara past!, ukuran-ukuran yang
jeias kesepadaan antara pidana penjara dengan
denda. Juga jumiah pidana yang tinggi
disepadankan dengan bahaya atau larangan
dari norma yang akan ditentukan larangannya.
Sehubungan dalam masalah ini, Roeslan Saleh
mengemukakan adanya dua unsur pembiayaan
pemidanaan, yaitu: Pertama, kemungkinan
pemidanaan; dan Kedua, biaya pidana dari
pelaku perbuatan kriminal itu jika memang
terlaksana. Bahwa tugas pertama dalam
menyusun skema pemidanaan suatu perbuatan
kriminal tertentu adalah memilih pembiayaan
pemidanaan yang diperkirakan. Hal ini
setidaknya sebanding dengan kerugian yang
diderita oleh korban perbuatan kriminal itu.
Selanjutnya harus dlpertimbangkan pada
pelaku bahwa kriminal dapat dihitung jika
keuntungan yang diperkirakannya untuk dirinya
sendiri meiebihi^ "social cosf. Begitu pula
sanksi hamslah sepadan bila pelaku meiakukan
kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-
undangan. Sebagai gambaran, seandainya
pencuri telah meiakukan perbuatannya di mana
kemungkinan pencuri itu akan ditangkap dan
dipidana, maka pidananya Itu harus sebanding
dengan biaya kerugian pada korban karena
pencurian. Selanjutnya bila pencuri terhalang
meiakukan pencuriannya disebabkan menurut

perhitungannya, benda yang dicurinya itu
harganya kurang dari biaya yang sebenamya.
Dengan mendorong pencuri tidak meiakukan,
maka harus diatur biaya pidana yang
diperkirakan itu adalah lebih besar dari pada
social cost dari benda yang dicuri. Contoh lain
adalah pengemudi yang melanggar kecepatan
mengemudi, karena opportunity cost dengan
waktunya adalah sangat tinggi, maka dendanya
akan merefleksikan bahaya mengemudinya
itu.^

Oleh karena pidana denda dan pidana
penjara dibedakan semata-mata karena
berbeda pula mengenai beban-beban
pembiayaan ekonomis, pada pelaku kriminil,
sebenamya tidak tepat apabila terkesan bahwa
putusan dengan pidana denda dapat menjadi
pidana penjara, jika terpidana tidak dapat atau
tidak bersedia untuk membayar dendanya. Hal
ini akan menjadi diskriminatif terhadap
terpidana yang miskin jika pidana itu dapat
diganti. Oleh sebab itu mengenai nilai tukar
itu harus realistis dan tidak hanya
menguntungkan satu pihak saja. Hukum
pidana denda adalah salah satu dari jenis
pidana pokok dalam stelsel pidana pada
umumnya. Apabila objek dari pidana penjara
ialah kurungan sedangkan objek dari pidana
denda adalah harta benda dari pembuat delik.

*Harta benda yang dimaksudkan adalah berupa
uang, bukan dalam bentuk natural balk yang
bergerak maupun yang tidak bergerak.

Penerapan pidana denda di Indonesia
dengan perkembangan globalisasi dan pengaruh
para ahii hukum pidana akan menampakkan
masakecerahan dimasadepan. Kecenderungan

^ Roeslan Saleh, op.al, him 33
2' Roeslan Saleh, Hukum Pidana dilihaidariEkonomiHukum, (1995). him 4-5
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itutertukti denganmaraknya penggunaan pidana
denda yang tinggi dalam perundang-undangan
yang memuat ketentuan pidana serta
perkembangan rancangan KUHP yang
memakal katagorisasi denda dan dikenalnya
pula sistem eksekusi pidana denda dengan
model denda-harian {day fine).

Pada rancangan KUH Pidana mendatang
merumuskan tentang bentuk rumusan delik
yang dapatdiidentifikasi sebagaiberikut; KUHP
hanya menganut sistem perumusan tunggal
dan aiternatif. Pidana pokok dirumuskan
secara tunggal, pidana tambahan bersifat
fakultatif. Namun pada dasarnya untuk dapat
dijatuhkan harus tercantum dalam perumusan
delik. Sebagai perbandingan dinegen Belanda,
populasi penjara sangat kecil oleh karena
adanyasistem penyelesaian perkara tertentu di
luarpengadilan, dan penerapan yang luas dari
pidana denda.^ Di Inggris, sejak 1948, hampir
semua pidana diselesaikan dengandenda. Hal
itu diakibatkan oleh terjadinya perkembangan
pandangan dibidang poiltik kriminal yang
mempengaruhi perkembangan hukum
pidana. Di Jerman dan Austria, bentuk pidana
perampasan kemerdekaan dialternatifkan
sebagai pengganti penjara dan diperlakukan
apa yang dikenal dengan denda harian {day
fine). Di Cina mengenal juga pidana denda>
dan jumlah dendanya disesuaikan dengan
keadaan-keadaan waktu kejahatan dilakukan.
Jika pelaku tidak dapat membayar atau tidak
mampu maka dendanya dapat dikurangi atau
dihapuskan.

" Andi Hamzah, op.cH., him 10

Simpulan

Hukum pidana, merupakan suatu upaya
akhir dari upaya hukum lainnya, karena sifat
hukum pidana yang memberikan nestapa dan
sekaligus membuat jera pada pelaku delik.
Pelaksanaan pidana pada masa lalu dititik
beratkan pada pidana penjara (kurungan).
Akibat pidana ini, memberikan dampak yang
negatif. Dari beberapa penelitian menyimpulkan
bahwa pidana penjara memberikan kontaminasi
dari budaya yang buruk, sehingga terpidana
berkecenderunganmengikuti budaya itu.

Pidana denda, sebagai pidana nestapa
terhadap harta benda bagi pembuat delik,
merupakan solusi untuk menggantikan
pidana badan, dalam hal ini telah menjadi
bukti atas keberhasilan di negara-negara lain,
bahkan pidana denda dapat pula mendorong
terciptanya ketertiban hukum dan sekaligus
meningkatkan kewibawaan hukum.

Di negara Eropa berkacenderungan
penentuan pidana denda ini semakin kuat, hal
itupun diikuti negara Asia. Bahkan Indonesia
yang telah menyelesaikan rancangan KUHP
Pidana barU, mencantumkan penentuan
pidana denda baik sebagai pidana tunggal
maupun aiternatif dari pidana lainnya.

Demikian pula dampak pada perundang-
undangan di mana hampir setiap undang-
undang memuat ketentuan pidana, khususnya
denda, sehingga pidana denda dapatditerima
dalam perkembangan hukum modem.
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